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TEHTANG 


PEHGELOLAAB KEUANGAN DESA T.ABUN ANGGARD 2017 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA· 


SUPATI LAMPUNG UTARA, 

Menimbang a. bahwa Keuangan Desa harns atkelola secara tertib, efektif, 
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
manfaat bagi masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka memberlkan· pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa kepada Desa perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga,imana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu 
menetapklpl Peraturan Bupati Lampung Utara tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

Mengingat. 
, 

. : 1. Undang~Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang~Undang Danirat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia ~Tahun 1956 Nomor 55) dan 
Undang~Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495): 



3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

, 
4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

5. 	 Peraturao Pemerintah Nomor 8 Tahqn 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Deaa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 

.., 6. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

r 	
. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. 	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 
tentang . Penggunaan, Pengelolaan, Penyaluran, 
P~ta1Jan dan EValuasi Dan~ Des~ (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201.5 Nomor 684); 

9. 	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 
tentang Tata Cara . Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Deaa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 
Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 
Nomor6). . 



MEMUTUSKAN': 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DESA. 

BAD I 
KETEl'fTUAN U'MtJl'4 

Pasall 

Dalam Peratumn Bupati Lampung Utara im, yang dimaksud 
" dengan: 

1. 	 Daerah adalah Kapupaten LaFlPl,mg Utara. 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lampung Utara. 
, 3. Bupati adaIah Bupati Lampung Utara. 

4. 	 Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah 
kerja Kecamatan. 

5. 	 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wiIayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urUsan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 
atau hak tradisional yang masih berlaku serta diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. 	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. 	 Kepaia Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih 
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 

8. 	 Perangkat Desa adalah unsur. pembantu Kepala Desa, yang 
terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis dan unsur 
wiIayah. 

9. 	 Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang 
mengepalai Sekretariat Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanaJ!"..an fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wiIayah dan 
ditetapkan secara demokratis., 

, 	 11. Peraturan Desa adalah Peratumn Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 

12. Rencana Pembangur..an Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) Tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat 
RKP Desa adalah penjabaran dan RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) Tahun. 

14. Keuangan Dese edalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan' pe1aksanaan 
hak dan kewajiban Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjumya 
disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan 
Pemerintahan Desa. 



.' 

\ 

16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui 
Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 
desa. 

17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber 
dati Anggaran P~ndapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten. 

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 
dana perimbangan yang 'diterima Kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dati Rekening 
Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh Desa. ' 

21. Pembiayaan 	Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya. 

22. Rekening Kas 	Desa adalah rekening tempat penyimpanan 
uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
Pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
Belanja Desa pada bank yang ~itetapkan. 

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran. 

24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
Pendapatan Desa dengan Belanja Desa. 

25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
Pendapatan Desa'. dengan Belanja Desa. 

26. Pelaksana kegiatan adalah unsur Perangkat Delila dati 
Sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan di hidangnya. 

27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB 
adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDe~a. 

28. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan Keuangan Desa. 

29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa 
adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar 
modalnya dilmiliki Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dati kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 



30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebab:ka.q, baik oleh faktor alam atau 
faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

BABn 

AZAS PENGELOLA KEUANGAN DESA 


Pasa12 

(I) Pengelolaan 	 Keuangan Desa berdasarkan asas-asas 
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin Anggaran. 

(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran 
yakai. mulai tanggal 1 Januad 2017 sampai dengan tanggal 
31 Desember2017. 

BABm 
KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA 

Pasal3 

(1) 	 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
keperoi1ikan kekayaan millk desa yang dipisahkan. 

(2) 	 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa; 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan 

penerimaan Desa; 
, 	 d. menyetujui pengeluaran a.tas kegiatan yang ditetapkan 

dalam APB Desa; dan .. 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APB Desa. 
(3) 	 Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan 

Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 
Desa. 

Pasa14 

(1) 	 Pelaksana Teknis Pengeloia Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dad unsur 
Perangkat Desa terdiri dad: . ' 
a. Sekretaris Desa: 
b. Kepala Seksi; dan 
c. 	Bendahara. 

(2) 	 Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 



, 

PaulS 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat 
(1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa. ' 

(2) 	 Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis 
PengeioIaan Keuangan Deaa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) mempunyai tugas: 
a. 	 menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan 

APB Desa; 
b. 	 menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa; 

c. 	 melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; 

d. 	 menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa; dan 

e. 	 melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan 
dan pengeluaran APB Desa. 

Pasal6 

,(1) 	 Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (I) 
huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai 
dengan bidangnya. , 

(2) 	 Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Pemberdayaan 

'Masyarakat 	Deaa yang telah ditetapkan di dalam APB 
Desa; . 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan 
atas beban anggaran belanja kegiatan; 

d. mengendalikan pelaksanaan. kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Desa; dan 
f. 	menyiapkan dokumen anggB.ran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasa! 7 

(1) 	 Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c di jabat oleh stai pada Urusan Keuangan. 

(2) 	Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerlmaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan 
Desa dalam rangka pelaksan~ APB Desa. 



BABIY 

SUMBER·SUMBER PENDAPATAN DAN 


KETENT11AN PENGGUNAAN BELANJA APB DESA 
, 

Bagian Kesatu 
Sumber-8umber Pendapatsn APB Desa 

Pasa18 
! 

Pet;ldapatan Desa bersumber dan: \ 
a. 	Pendapatal:). AsH Desa; . 
b. ·Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. 	 bagian dan hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 
d. Alokasi 	 Dana Desa yang merupakan bagian dan dana 

perimbangan yang diterima daerah; 
e. 	 bantuan keuangan i'dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten; 

f. 	 hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga; 
dan 

g. 	 lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Pasal9 

(1) 	 Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a terdiri atas: 
a. 	hasil usaha; 
b. 	basil aset desa; 
c. 	 swadaya dan partisipasi; 
d. gotong royong; dan 
e. 	 lain-lain pendapatan aali desa. 

(2) 	 Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dapat bersumber dan bagi basillaba BUM Desa. 
I 

(3) 	 Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dapat bersumber dan: 
a. 	tanah desa, terdirl dan: 

1.tanah kas desa; 

2.tanah bengkok/lungguh; dan 

3.tap.ah pengarem-arem. 


h. 	pasar desa; 
c. 	pasar hewan; 
d. 	bangunan desa antara lain: 


I.kios desa; 

2.gedung pertemuan desa; 

3.gedung olah raga desa; dan 

4.Qa.ngl,lne,n milik qesa, lainnya,. 


e' 	hutan milik desa; 
f. 	 mata air milik de~a; 
g. 	 pemandian umum; 
h. 	ol:;lyek rekreasi desa; 
i. 	 lapangan desa; dan 
j. 	aset lain milik desa. 

(4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada .a!at (1) 
huruf c adalah membangun dengan kekua~ sendin yang 
melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang atau 
barang yang dinilai dengan uang. 

http:3.tap.ah


(5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
adalah membangun dengan kekuatan sendirl yang melibatkan 
peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan 
uang. 

(6) Lain-lain pendapatan asH desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) 	huruf e, terdiri dari: 
a. 	pungutan Desa; 
b. 	hasil penjualan kC'lkayaan Desa selain tanah Desa yang

dipisahkan; , ' 
c. 	hasil pelepasan tanal1 Desa Tahun berjalan; dan 
d. 	bunga simpanan uang di bank. 

Pasa110 

(1) 	 Bantuan keuangan dan Anggarfu"l Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat 
bersifat umum dan khusus. 

(2) 'Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah pemberian 
berupa uang dari pihak ketiga. 

(3) 	 Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud 
, dalam Pasal 8 huruf g antara lain: ' 
a. pcnrlapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan 
b. bantuan pcrusahaan yang berlokasi di Desa. 

Baglan Kedua 
Ketontuan Penggunaan BolanJa APB Deaa 

Paaa111 ' 

(I) 	Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan,
dengan ketentuan: 
a. 	paling banyak 30% (tiga puluh, persen) dan jumlah Anggaran 

Belanja Desa digunakan untuk: 
1. 	penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 
2. 	operasional Pemerintah Desa: 
3. 	tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. 	Oprasional Rukun Tetangga (RT1· 

b. 	paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Anggaran 
Belanja Desa digl.lnakan untuk mendanai: 
1. 	penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2. 	pelaksanaan pembangunan Desa; 
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 


) 4. pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) 	 B61anja-Desa'untuk operasional Pe~rnerintahan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan Belanja 
,uutuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran 
pemerintah Desa. 

(3) 	 Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimalla 
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk uang 
operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa. 



, , 

(4) 	 Belanja Desa untukoperasional BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk 
menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya 
sidangBPD. 

(5) 	 Belanja Desa untuk rasional Rukun Tetangga (RT) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 adalah bantuan uang 
untuk operasional lembaga Rukun Tetangga (RT) dalam rangka 
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta 
'pemberdayaan masyarakat Desa. .< 

Pasa112 

(1) 	 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 arat (1) 

dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk: 

a. 	penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. 	tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; 
c. 	tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 
d. 	penghasilan dan tunjangan Staf Pemerintah Desa. 

(2) 	 Belanja Desa untuk penghasilan tambahan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagaimana dimhltsud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b masUk dalam belanja penyelenggaraan pemerintah 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 
angka 1. 

•(3) 	 Belanja Desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf pemerintah 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

, masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
·11 ayat (1) huru! a. 

Pasa113 ~ 

(1) 	 Persentase Belanja Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa 
'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 
adalah selain untuk Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf a. 

(2) 	 Perhitungan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 
(1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli Desa berupa 
swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah bengkok/lungguh, 
tanah pengarem-arem dan hasil pelepasan tanah Desa. 

(3) 	Bantuan keuangan yang bersumber' dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang bersifat khusus tidak digunakan untuk 
Belanja APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasalll ayat (1) 
hurufa. 

, 




BABV 
STRtJKTUR APB DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasall4 

(1) APB Desa merupakan satu kesatuan terdiri dati: 
a. 	pendapatan desa; 
b. 	belanja desa; dan 
c. 	 pembiayaan desa. 

(2) Pendapatan desll. sebagaimana dimaksud parla ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rlnoian dan obyek 
pendapatan. 

(3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis dan rincian 
beIanja. 

(4) ;Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok cWn jenis. 

PasallS , 
(1) 	Setiap bagian struktur APB Desa sebagaimana dimaksud dalain 
, PasailO ayat (1) mempunyai kode rekening. 

I 	 ' 

(2) 	Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dati Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pendapatan Desa 

Pasall6 

(1) 	 Pendapatan desa terdiri dati kelompok: 
a. 	pendapatan asli desa; 
b. 	pendapatan transfer; dan 
c. 	pendapatan lain-lain. 

(2) 	 Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dati jenis: 
a. 	hasil usaha; 
b. 	hasil aset desa; 
c. 	 swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. lain-lain pendapatan asH desa. 

(3) 	 Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dati jenis: ' 
a. dana desa;, " 
b. bagian dati hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 
c. ADD; 
d. bantuan Keuangan dati Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten. 



I 

(4) 	 Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) huruf c 
terdiri dati jenis: 
a. 	hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 

dan 

,b..lain-lain pendapatan Desa yang sah. 


, Baglan Ketlga \ 

Belanja Desa 


, 	 Pasal17 

(1) 	 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan 

ketentuan: 

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dati jumlah Anggaran 

Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan rnasyarakat Desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga pulUh per seratus) dati jumlah Anggaran 
Belanja Desa digunakan .untuk: ' 
1. 	penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; operasional Pemerintahan Desa; 
2. 	tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 
3. 	Oprasional Rukun Tetangga (RT). 

(2) 	 Belanja Desa terdiri dari kelompok: 

a' penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. pelaksanaan pembangunan desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan desa; 
d. 	pemberdayaan masyarakat dese.; dan 
e. 	tidak terduga. 

(3) 	 Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
desa yang telah dituangkan dalam RICP Desa. 

(4) 	 Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dibagi da1am 
jeni's belanja terdiri dati: " 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; dan 
c. 	belanja modal. 

(5) 	 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e 
menjadi kelompok belanja sendiri. 

(6) 	 Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dati 
obyek dan rician belanja. 

PawlS 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) hUrt:!:f a 
terdiri dati jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lam: 
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. penghasilan star Pemerintah Desa; . 
c. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
d. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
e. tunjangan BPD. 	 ' 

Pasa119 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) 
hUruf, b terdiri dati jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, 
ant;ara lain: 



, 
a. 	 alat tulis kantor; 
b. 	 benda pos; 
c. 	 bahan/material; 
d. 	 pemeliharaan; 
e. 	 cetak/penggandaan; 
f. 	 sewa kantor Desa; 
g. 	 sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
h. 	 makanan dan minuman rapat; 
i. 	 pakaian dinas dan atributnya; 
j. 	 petjalanan dinas; 
k. 	 upah keIja; 
1. 	 honorarium narasumber/ ah1i; 
m. 	operasional Pemerintah Desa; 
n. 	 operasional BPD; 
o. 	 insentif Rukun Tetangga, Perlindllngan Masyarakat, Guru Ngaji, 

Kader Posyandu dan Guru Pendidikan Usia Dini (PAUD); 
p. 	 Operasional Lembaga Kemasyarakatan; dan 
q. 	 pemberian barang/uang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(2) Masyarkat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksli:d pada ayat (1) 
huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. 

(3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan 
dalam bentuk uang peng11argaan, beasiswa, uang operasional dan 
santunan. ' 

(4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagalmana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dibcrikan antara lain kepada: ' 
a. lembaga pendidikan tingkat desa; 
b. lembaga kesehatan tingkat desa; 
c. 	lembaga ekonomi tingkat desa; 
d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa; 
e. 	lembaga keagamaan tingkat desa; dan 
f. 	lembaga kemasyarakatan desa. 

(5) Pemberian uang beasiswa atau santunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada: 
a. 	siswa berprestasi; 
b. 	masyarakat berprestasi; 
c. 	 masyarakat miskin; clan 
d. 	masyaralmt atau orang terlantar. 

Pasa120 
. 	 ",' I 

(1) Belahja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, 
digunakan untuk belanja dalam ranghl.; pembelian atau pengadaan 
barang atau bangunan yang nilai manfaatriya Iebm dari 12 (dua betas) 
bulan., . 

(2) Be1anja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis 
bc1anja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain: 
Ii. belanja modal tanah: 
b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran: 
c. 	belanja modal sarana dan prasarana transportasi; 
d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi; 
e. 	betanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian; 
f. 	belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau 

keagamaan; 



g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan 
h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan. 

,Pasa121 

(1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat atau kejadian luar biasa dapat 
me~kan belanja yang belum tersedia Anggarannya. 

(2) Keadaan daturat atau kejadian luar biasa sebagaimana:" dimaksud pada 
ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang ata,u keperluan mendesak. 

(3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
krlteria sebagai berikut: , 
a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang Anggarannya belum 

tersedia dalam APB Desa tahun betjalan; dan 
b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebm besar bagi pemerintah desa dan masyarakat. 
(4) Keadaan darurat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) antara lain: 

a.bencana;dan 

b. kerusakan sarana dan prasarana. 

(5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan 
dalam belanja tidak terduga. ' , 

(6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian :K.eempat 

Pembiayaan Desa 


\ 
Pasal22 

(1) 	 Pembiayaan Desa terdiri dari kelompok: 
a. penerimaan pemhiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) 'Penerimaan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dan jenis: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadanganj dan 
c. hasil kekayaan desa yang dipisahkan. 

(3) 	 Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis: ' 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal Desa. 

o 

Pasa123 

(1) SiLPA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara 
lain: 
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; 
b. penghematan belanjaj dan 
c. sisa dana kegiatan lanjutan. 

(2) Pencairan ~a cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) 	huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan 
dan rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun 
anggaran berkenaan. 



, 
: .;. i 

(3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (2) huruf cantara lain digunakan untuk penyertaan modal 
BUlVI Desa. 

Pasa124 

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (3) huruf, a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya 
tidalc dapat sekaligus/sepenuhny:l dibebankan dalam 1 (satu) Tahun 
Anggaran. 

(2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperbolehkan melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 

(3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) 

huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa 

yang d~investasikan pada BUM Desa. 


BABVI \ 
PENYUSUNAN APB l)ESA 

Bagian Kesatu 
Um'QDl 

Pasal25 

(1) 	 Pemerintah Desa menyusun APB Desa dengan berpedoman pada RPJM 
Desa dan RKP Desa. 

(2) 	 APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan, Pemerintahan Desa dan kemampuan 
Keuangan Desa. ' 

(3) 	 APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. . 

Bagian Kedua 
Pe:encanaan dan Pembahasan 

Pasa126 

(1) 	 Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. 

(2) 	 Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa kepada Kepala Desa. 

(3) 	 Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(4) 	 Ranc9.f\gan APB Desa disepakati bersama .eleh Kepala Desa dan BPD 
paling lambat bulan Oktober Tahun sebelumnya. • 

Bagian Ketiga 

Evaluasi dan Penetapan 


Pasa127 

(1) 	 Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD kepada 
Bupati paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati bersama untuk 
dilakukan evaluasi. 

" 



Ij 

(2) Bupati .menetapkan hasil evaluasi ~cangan Peraturan Desa tentang 
..' APB pesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua 

puluJ;1)hari keIja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa.' ~ . 

(3) 	 Dalam hal. Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. 

(4) 	 Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
t6ntang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih· tinggi, Kepala Desa 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari keIja terhitung 
sejak diterimanya basil evaluasi. 

(5) 	 Penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(1) 	 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud ,da}am Pasal 27 ayat (4) dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi 
Peraturan Desa, Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa tentang 
APB Desa. 

(2) 	 Berdasarkan pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekaligus menyatakan 
berJakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebe1umnya. 

(3) 	 Pembatalim Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) 	 Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 
operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. 

(5) 	 Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari keIja setelah pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pe1aksanaan 
Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut 
Peraturan Desa. 

Pasa129 

Dalam hal evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasa! 28 Bupati 
mendelegasikan kewenangannya kepada Camat. 

Pasa130 

(~) Rancangan Peraturan Desa tentang APB D~sa ditetapkan menjadi 
~.: ...: ... . Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Def\emper Tahun sebelumnya. 

(2) 	 Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

: .dati Peraturan Bupati ini. . 

, 

, 



; , 

(2) 	 Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua 
puluh) hari keIja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa. 

(3) 	 Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. 

(4) 	 Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari keIja terhitung 
sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(5) 	 Penetapan basil evalue.si Rancangan Peraturan, Desa tentang APBDesa 
sebagaimima dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasa128 

(1) 	 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebaga:i.mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi 
Peraturan Desa, Bupati, berhak membatalkah Peraturan Desa tentang 
APB Desa. • 

(2) 	 Berdasarkan pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekaligus menyatakan 
berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) 	 Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) 	 Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 
operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. 

(5) 	 Kepala Desa paling lama 7 (t~uh) hari keIja. setelah pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengherttikan pelaksanaan 

"~' 	
Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut 
Peraturan Desa. 

Pasal29 
I 

Dalain ha\ evaluasi dan Penetapan Ranc~gan Peraturan Desa tentang 
APB Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 dan Pasal 28 Bupati 
mendelegasikan kewenangannya kepada Carnat. , 

Pilsa130 

•
(1) 	 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Dqsa ditetapkan menjadi 

Peraturan Desa paling larnbat tanggal 31 Desemper Tahun sebelumnya. 
(2) 	 Bentuk dan format rancangan Peraturan D~B~ tel'l;tang AP~ Deaa 

tercantum dalarn Lampiran yang merupaksn bagtan tidak terplsahkan 
dari Peraturan Bupati lni. 

http:evalue.si


I, ' 

BABVlI 

PELAKSANAAN APB DESA 


Bagian Kesatu , 
Umum 

Pasal31 

Pelaksanaan APB Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta clilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, 

, 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pendapatan Desa 


Pasal32 


(1) 	 Setiap Fendapatan desa wajib dicatat dalam APB Desa. 
(2) 	 Setiap Pendapatan Desa harus diaukung oleh bukti yang lengkap dan 

Bah. 
(3) 	 Setiap Pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening 

pendapatan. , 
(4) 	 Setiap Pendapatan dimasukkan di rekening Kas Desa atas nama 

Pemerintah Desa. 
. ;. Pasal33 

. 	 , 
(1) 	 Kep~ila Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang 

dantanggungjawabnya. ~ 
(2) 	 Pemerintah Desa clilarang melakukan pungutan selain dari yang 

ditetapkan dalam Peraturan Desa. , 

Pasa134 

(1) 	 Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan yang teIjadi dalam tahun yang sama. 

(2) 	 Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun 
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

(3) 	 Pengembalian kelebihan penddpatan harusdidukung dengan bukti yang 
lengkap dan Sall. ' ' 

Bagian Ketiga , 

Pelaksanaan Belanja Desa 


Pasa135 


(1) 	 Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja. 
(2) 	 Setiap belanja Desa atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti 

yang lengkap dan Bah. 
(3) 	 Bukti sebagaimana dimaksud pada aya~ (2) diveri[lkasi oleh Sekretari~ 

Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal36 

(1) 	 Belanja Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan, Desa tentang APB Desa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 



(2) 	 Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terIn?-suk 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operaSlonal 
perkantoran yang ditetapkan dalam Peratl.1ran Kepala Desa. 

(3) 	 Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya yallg telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal3? 

(1) 	 Pelaksana kegiatari mengajukatt pendanaan untuk melaksanakan 
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rincian Ainggaran 
Biaya. 

(2) 	 Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur 
Perangkat Desa da.ri Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis. 

(3) 	 Rincian Anggaran Biaya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi 
oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. ,; 

-	 (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindaklm 
. 

Pengeluaran 
yang menyebabkan atas beblin anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 

(5) 	 Format IPncian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
-	 dan buku pembantu kas kegiatan seba~a dimaksud pada ayat (4) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal38 

(1) 	 Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada 
Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan 
Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (1). 

(2) 	 Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan 
surat pG.rmintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 
penyedia barang atau jasa dilampiri dengan: 
a. peroyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. lampiran bukti transaksi. 

(3) 	 Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 
penyed~ barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang atau 
jasa ditenma. \ 

(4) 	Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan peroyataan tanggung jawab Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) humf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati int ' 

Pasal39 

(1) 	 Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Sekretarls Desa 
berkewajiban melakukan veriflkasi dengan: 
a. meneliti 	kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan 

oleh pelaksana kegiatan; 
b. menguji 	kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang 

tercantum dalam surat permintaan pembayaran; 
c. 	menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan surat permintaan pembaYaraIl oleh pelaksana 

kegiatan apabila tidak memenuhi persyaraan yang ditetapkan. 
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(2) 	Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasioleh 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 

menyetujui surat' permintaan pembayaran dan bendahara desa 

melakukan pembayaran.


" (3) 	 Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa. 


Pasal40 

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPhJ dan pajak 

leJ.nnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 


Pasa141 

Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. 

Bagian Keempat 

PeIaksaDaan Pembiayaan Desa 


Pasa142 

(1) 	 Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APB Desa. 
(2) 	 Setiap pemhiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. , 
(3) 	 Setia,p .pembiayaan Desa diadIninistrasi sesuai dengan kode rekening 

pem'!Jiayaan. 

Pasa143 

Sisa Le'bih PerhitunganAnggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaanyang 
digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keeil dan 

pada realisasi belanja: 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan: dan 
c. mendanai kewajiban'¢ lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

. anggaran belum diselesaikan. 

Pasa144 

(II 	Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(2) 	 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. 	penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. 	program dan kegiatan yang akan dibiayai dan dana cadangan; 
C. 	besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
d. 	sumber dana cadanganj dan 
e. 	tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(3) 	Raneangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan 
pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
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(4) 	 Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bersumber dati penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dati 
pendapatan transfer dan pendapatan· lain yang penggunaannya 
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) 	 Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan 
pada rekening tersendiri. 

(6) 	 Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran 
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

Bagian KeHma 
Perubahan Anggaran 

Pasa145 
t 

(1) 	 Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila teIjadi: 
a. keadaan yang menyebabkan harns dilakukan pergeseran antar 

jews belanja; 
. b. keadaan yang menyeba~kan Sisa Lebih Pengglinaan Anggaran 

(SiLPAj tahun sebelumnya harns digunakan dalam Tahun beIjalan; 
c. teIjadi 	penambahan atau pengurangan dalam Pendapatan Desa 

dalam tahun beIjalan; 
d. teIjadinya peristiwa 	khusus seperti bencana alam, krisis politik, 

krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. 	keadaan luar biasa; atau 
f. 	 perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 
(2) 	 Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan atau 
Belanja dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih 
besar dati 50% (lima puluh per seratus). 

(3) 	 Presentase 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara 
Pendapatan dan Belanja Desa dalam APB Desa. 

Pasa146 

(1) 	Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) Tahun Anggaran. 

(2) 	 Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Pasa147 	
.< 

(1) 	 Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB 
Desa dllakukan setelall APB Desa tahun beIjalan dilaksanakan 6 
(enam) bulan. 

(2) 	Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikecualikan untuk 
peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal41 ayat (1) huruf d dan huruf e. 

(3) 	 Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 27, Pasa.! 28 dan 
Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. 

---_ .._--



· RADIX 
PELAPoRAH DAN' PERTAN'GGUIfGJA'ivABAN' APB DESA 

Bagian Kesatu 
Pelaporan APB Desa 

Pasal48 

(1) 	 Kepala Desa menyampaikan1aporan realisasi pelaksanaan APB Desa 
kepada Bupati melalui Camat meliputi: 
a. laporan semester Pertama; dan 
b. laporan semester akhir tahun., 

(2) 	 Laporan rea1isasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa. 

(3) 	Laporan semester pertaIna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
berjalan. 

(4) 	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 
berikutnya. 

(5) 	 Bent).,lk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APB 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 
PenanggungJawaban APR Desa 

\ 	
Pasa149 

(1) 	 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban reaHsasi 
pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran., 	 ' 

(2) 	 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terg,iri darl: 
a. pendapatan desa; 
b. belanja desa; dan 
c. pembiayaan desa.. , 

(3) 	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

(4) 	 Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melampirkan: j 
a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 

tahun anggaran berkenaan; 
b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tabun berkenaan; 

dan 
c. laporan program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa. 
(5) 	~en:tuk dan fonnat Rancangan Peraturan Desa tentang laporan 

peitanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa· sebagaimana 
dimalcSud pada ayat (4) tercantum dalJm Lampiran Peraturan Bupa~ 
ini Ya.I:lg merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati 
int, 



" 

Pasal50 

(1) 	 Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksB.naan APB Desa dan Pasal 45 
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 
informasi yang mudab diakses oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. papan pengumuman Desa; 
b. radio komunitas; dan 
c. media informasi lainnya. 

Pasal51 

(1) 	 Kepala Desa menyampalkan Peraturan Desa tentang 
pert~ggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati meIalui 
Camat. ,; 

(2) 	 Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelab akhir 
tabun anggaran beIjalan. 

(3) 	 Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian yang ti~ak terpisabkan dari laporan 
penyelenggaraan Pemerlntahan Desa. 

(4) 	 Bentuk dan format laporan Kepala Desa akhir Tabun pelaksanaan 
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan Peraturan Bupati im. . 

BABX 

PENATAl1SAHAAN APB Desa 


Baglan Kesatu 

PeJaksana Penatausahaan 


Pasal52 

~ (1) Penatausahaan APB Desa dilaksanakan oleh Bendabara Desa. 
(2) 	 Beqdabara Desa sebagaimka dimaks\ld pada ayat (1) mempunyai 

tagas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan 
:rri.empertanggung jawabkan Pendapatan, Desa dan Belanja Desa 
dalam rangka pelaksanaan APB Desa. . 

(3) Ben,dShara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendabara Desa. 
(4) 	 Bendabara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

. dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 
I 

Bagian Kedua 

Pengangkatan Bendahara Desa 


Pasa153 


(I) 	Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) 
Tabun Anggaran. 

(2) 	 Pengangkatan Bendabara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

(3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) dian~t d~ 
unsur staf Sekretariat Desa yang membldangl urusan adminlstrasl 
keuangan. 



'. , 


" i 

(4) 	 Dal~m hal terdapat kekosongan unsur star Sekretariat Desa yang 
membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Bendahara Desa dapat diangkat dari unsut" pelaksana teknis. 

Bagian Ketiga 
P4llla~a~n P4lInaw.usa,h~n 

Pasa154 

(1) 	 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan 
Belanja Desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 
tertib. 

(2) 	 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban. 

(3) 	 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 
tanggallO (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) 	 Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan: 
a. buku kas umum; 
h. buku kas pembantu pajak; dan 
c. buku bank Desa. 

(5) 	 Format, bentuk dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 
i...ampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~ 

Pasa155 

(I) 	Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala 
. Desa dan Bendahara Desa. 

I 
(2) 	 Setiap belanja Desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari 

Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) 	 Setiap pengeluaran pembiayaan dilaKukan setelah mendapat 
persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti 
pengeluaran yang sah untuk dipertan~gjawabkan. 

Pasa156 

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam 
Kas Desa paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. 

BABXII 
PEMBIIfAAN DAN PENGAWASAN APB DESA 

Pasal57 

(1) 	 Satuan Perangkat KeIja Daerah yang membidangi urusan 
perencanaan, pemeriksaan, keuangan, Pemerintahan Desa dan 
Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APB 
Desa sesuai dengan tugas PQkok dan fungsinya. 

(2) 	 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk pemberian bimbingan dan pelatiban penyelenggaraan APB 
Desa yang tnencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa. 
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(3) 	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk evaluaai Rancangan Peraturan Deaa tentang APB Desa, 
pengkajian, penelitian, pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan 
APB Desa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, 
panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa. 

I " i 
Pasa158 

(1) 	 Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara 
Desa. '.. . 	 , 

(2) 	Peng:awasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana 
dimaksud, pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APB Desa melalui 
pemeriksaan administrasi keuangan desa seOOp akhir bulan. 

BABXIU 
KETENTUAN PENUTtJP 

Pa8a159 

Pada saat Peraturan Bupati ini mula! berlaku, malta Peraturan 
Bupati Lampung Utara Nomor18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 
Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa160 

Peraturan Bupati ini mula! berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar .seOOp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lampung Utara. 


Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal ]..0' 2. - 2017 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal If) ~ '). • 2017 

SEKRETARIS DAERAB 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 

SAMSIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR..\1


